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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan pencucian uang (money laundering) merupakan salah satu agenda
yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan
Susilo Bambang Yudhoyono dan dunia Internasional. Perhatian tersebut dipicu
dengan semakin maraknya tindak kejahatan dari waktu ke waktu, dan kebanyakan
negara belum menetapkan sebagai kejahatan yang harus diberantas.! Kejahatan
pencucian uang sudah dikenal sejak tahun 1930 dan istilah tersebut erat kaitannya
dengan perusahaan laundry, yakni perusahaan pencucian pakaian yang dibeli oleh
para mafia Amerika Serikat yang menggunakan dana hasil berbagai usaha gelap
(illegal) dan selanjutnya dipergunakannya sebagai cara pemutihan uang dari hasil-
hasil transaki illegal berupa pelacuran, minuman keras, atau perjudian.’

Istilah pencucian uang (money laundering) kemudian populer pada tahun
1984 saat Interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang terkenal
dengan Pizza Connection. Kasus demikian menyangkut dana sekitar US $ 600 juta
yang ditransfer kesejumlah bank di Swiss dan Italia.® Cara :‘.jé-:lg dipakai yaitu dengan

v

menggunakan restoran- restoran pizza yang berada di Amerika Serikat sebagai sarana

', ;)gll‘h Siahaan , Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
5, him.1 ’ '

2 Tbid, him. 4
3 . Ibid, hlm. 5



usaha untuk mengelabui sumber- sumber dana tersebut. Cara demikianlah yang
kemudian dikenal dengan nama pencucian uang, dimana uang yang diperoleh secara
illegal melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan berbagai
pihak untuk mengetahui asal usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan
bahwa transaksi derivative merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya
dan daya jangkauannya menembus batas- batas yurisdiksi. Kerumitan inilah
kemudian dimanfaatkan para pakar money laundering guna melakukan tahap proses
pencucian uang.*

Secara harfiah istilah money laundering dalam bahasa Indonesia bisa
diterjemahkan sebagai pencucian uang atau sebelumnya dikenal juga dengan istilah
pemutihan uang. 5 Namun untuk istilah yang terakhir ini kurang begitu tepat, karena
Indonesia menganut konsep negara hukum “rechtstaar” dan pemutihan (uang) tidak
selalu diartikan bersifat melawan hukum. Hal ini karena dapat dilakukan atas anjuran
pemerintah, ataupun pemerintah juga sering melakukan pemutihan atas pembayaran
pajak tertentu, pemutihan pembayaran iuran televisi. pemutihan rekening tagihan air
minum (PDAM) dan sebagainya. Dalam berbagai literature juga ditemui pengertian
meney laundering antara lain : Black’s law Dictionary, (c) “ferm used to describe
investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction,

) 3

¥

-

4. Bisnis Indonesia, Indra Ismawan; Derivatif, Modus Favorit Pencucian Uang, 22 Juni 2001.

s PR .
: J:Im ll-:;mrzon, Apa dan Bagaimana Pencucian Uang (Money Laundering), Penerbit UNSRI, 2002
m. ] k]

.
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and other illegal source into legitimate channels so that its original sources can not
be traced “.°

Pencucian uang (money laundering) tidak hanya sekedar masalah internal
Indonesia, tetapi juga merupakan masalah dunia internasional, sehingga berbagai
konferensi telah dilakukan dalam upaya membahas cara- cara atau metode- metode
yang sebaiknya digunakan untuk mencegah dan memberantas jenis kejahatan
tersebut. Terlebih dengan dibentuknya Financial Action Task Force (FATF) on
money laundering oleh negara — negara yang tergabung dalam G-7, upaya untuk
mengintensifkan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang menjadi lebih
terkoordinasi dengan baik. Berkaitan dengan itu, FATF menghimbau negara- negara
termasuk Indonesia agar ikut memerangi perbuatan pencucian uang sebagai suatu
kejahatan lanjutan dari transnational organized crime, yaitu dengan
mengkriminalisasikan kejahatanb pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana dalam hukum pidana masing- masing negara.’

Pada 21 Juni 2001 lalu, merupakan awal Financial Action Task Force (FATF)
memasukkan Indonesia disamping 17 negara lainnya kedalam daftar hitam (black
listy Non Cooperative Countries or territories (NCCTs) atau kawasan tidak

kooperatif dalam menangani kasus money laundering.® Berkaitan dengan masuknya

: . Hendry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, ST.Paul, MINN, West Publishing, CO,1990.
- M. Arief Amrullah, (Money Laundering) Tindak Pidana Pencucian Uang, Cetakan kedua,

. Bayumedia,Malang Jawa Timur, 2004, him. v
. Suara Pembaharuan, “Indonesia Termasuk Daftar Hitam” , Jakarta, 21 Juni 2001, him.6. Ke- 17
negara tersebut adalah Rusia, Filipina, Kepulauan Nauru, Kepulauan Cook, Dominika, Mesir,

Guatemala, Hongaria, Indonesia, Israel, Lebanon, M igeria, Ni
: : 8 ’ » Myanmar, Kepulauan Marrshall, Nigeria, N
St.Kitts dan Nevis Cook Island, dan, St. Vincent and Grcnadines‘.) =SS



Indonesia dalam daftar hitam tersebut, maka pada bulan Juni 2001 dilakukan
peninjauan tim FATF untuk melihat kesiapan memberantas pencucian uang dan Bank
Indonesia telah diminta untuk menyiapkan perangkap hukum yang sifatnya
sementara, sambil menunggu kriminalisasi pencucian uang.

Menyikapi rencana pemeriksaan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah (Know Your Customer Principle /KYCP ) yang berisi ketentuan mendorong
bank- bank untuk lebih mengenal nasabahnya dan mewaspadai kemungkinan
terjadinya transaksi mencurigakan, serta mei'upakan petunjuk teknis bagi semua bank
di Indonesia untuk mencegah praktik pencucian uang. Bank yang tidak melaksanakan
kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi administrasi dan denda Rp 1.000.000,-/hari
dan setinggi- tingginya Rp 30.000.000,-° Disamping itu terdapat kemungkinan
Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai yang bersangkutan dikenai sanksi pidana
berkenaan dengan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 2
huruf b UU No 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 Tentang
Perbankan yang isinya ;'°
“(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja :

b. tidak melaksanakan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU ini dan ketentuan peraturan per-

UU an lainnya yang berlaku bagi bank, diancam pidana penjara sekurang —
kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda

9
- Suara Pembaharuan, Tak Lapor Transaksi Mencurigakan, Bank Bisa Didenda Rp 1 Juta/ hari
Jakarta, 28 Juni 2001, him.5.

°. Pasal 49 ayat 2 huruf b UU No 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992
Tentang Perbankan.



sekurang- kurangnya Rp 5.000.000.000,- ( lim? milyar rupiah) dan paling
banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Jika diperhatikan tekanan dari dunia internasional bisa juga dilihat dari
Laporan Tahunan International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) ke-15
selain menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam daftar sebagai major money
laundering countries, bersama negara lain yang bahkan sudah mempunyai UU
Pencucian Uang.!' Laporan terakhir hasil survei yang dilakukan oleh Political and
economic Risk Consultan (PERC) yang diumumkan pada 10 Maret 2002
memposisikan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia dengan tingkat skor
9,92 yang merupakan angka terburuk bagi Indonesia sejak survei dilakukan pada
tahun 1995.'2 Korupsi yang sedemikian tinggi bukan hanya merupakan ancaman dan
tindakan yang merugikan negara, akan tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap
hak- hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.'

| Indonesia pasca diumumkannya sebagai negara paling korup di Asia, maka
pada tahun 2002 Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang- undang Nomor 15 tahun
2002 membentuk suatu lembaga khusus dalam rangka mencegah dan memberantas

tindak pidana pencucian uang yaitu; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

. INCSR 2001, Executive Summary, him.5. Negara- Negara yang termasuk sebagai Negara utama
yang terlibat dalam pencucian uang antara lain : Antigua and Barbuda, Australia, Austria, The
Bahamas, Brazil, Burma, Canada, Cayman Island, China, Columbia, Cyprus, Dominica, France,
ge@any, Greece, Grenada, Hongkong, Hungaria, India, Indonesia, Israel, Italy, Japan, Lebanon,

2 Mexico, The Nederlands, Pakistan, Panama, Philippines, Rusia, Singapore etc.

- Kompas, Survei PERC: Indonesia Negara Paling Korup di Asia, 11 Maret 2002, him.13.

- Adnan Buyung Nasution, Pentingnya Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, makalah

seminar, Pusat Studi Hukum Pidana FH Trisakti, (Jakarta, 12 Juni 2002), him.5.
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PPATK kepada aparat penegak hukum, yang terdiri dari: 428 jumlah kasus/ hasil
analisis disampaikan kepada Kepolisian; dan 5 kasus/ hasil analisis disampaikan
kepada Kejaksaan.17 Adapun jumlah hasil analisis yang disampaikan kepada penegak
hukum sejak tahun 2003 adalah sebagai berikut: tahun 2003: 24 kasus/ hasil analisis
yang berasal dari 280 STR; tahun 2004: 212 kasus/ hasil analisis yang berasal dari
838 STR; tahun 2005: 111 kasus/ hasil analisis yang berasal dari 2.055 STR; tahun
2006: 86 kasus/ hasil analisis yang berasal dari 3.482 STR. '®
Pada prinsipnya, tindak pidana pencucian uang tidak mudah terjadi. Hal itu
bisa terjadinya karena adanya kerjasama dengan pihak penyedia jasa keuangan itu
sendiri. Peluang terjadinya kejahatan pencucian uang sangat kecil bila pihak penyedia
jasa keuangan secara ketat melakukan penyidikan, baik secara tertulis maupun lisan.'
Seperti contoh kasus Andri Herlian Woeworuntu (AHW) pembobol salah satu bank
pemerirtah, Bank BNI sebesar 1,7 Triliun rupiah. Dalam aksinya AHW bekerja sama
dengan pegawai perbankan, perwira kepolisian‘dan pihak emigrasi untuk dapat
melarikan diri ke luar negeri sebelum ditangkap kembali. Kemudian tahun 2005,

salah satu tugas yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK) yaitu memeriksa rekening 7 tersangka kredit macet Bank Mandiri dan

7 Ibid. b
® Ibid, him.13. %,
Catatan:

Bahwa jumlah kasus/h_a;il analisis yang tidak diteruskan kepada aparat penegak hukum setelah
dilakukan proses analisis, dimasukkan dalam database PPATK mengingat tidak ditemukannya
mdlkas] atas TPPU. Namun demikian database dimaksud akan dipergunakan bagi
ll;e;;;ntmgan analisis diwaktu yang akan datang apabila diperlukan.

- Mardjono Reksodiputro,dkk, Tindak Pidana Ekonomi '‘Money Launderi PHB

Jakarta, 1992, him. 78. iManey 8. PHEN,

19




seperti diketahui, Kejaksaan Agung saat ini telah menetapkan 3 mantan direksi Bank
Mandiri yakni ECW Neloe, ] Wayan Pugeg dan M Sholeh Tasripan terkait kredit
macet di Bank Mandiri. Tersangka lainnya adalah 4 bos dari perusahaan penerima
kredit tersebut.?’ Dan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK, ternyata
terdapat anggota anggota Komisi XI DPR RI dari FPPP Habil Marati (HM) yang
merupakan debitur Bank Mandiri. Kredit milik anggota DPR ini merupakan salah
satu kredit macet di Bank Mandiri dan Habil Marati juga diduga kuat menjadi
perantara dalam pengadaan teknologi core banking di sejumlah bank BUMN dan
pernah melakukan transaksi senilai kurang lebih US$ Z juta yang dianggap tidak
sesuai dengan proﬁlnya.21 Kasus Habil Marati ini berkaitan dengan perusahaan
British Virgin Island yang merupakan pemenang dari beberapa tender di 3 bank
BUMN. Habil juga merupakan pemilik PT Batavindo Kridanusa yang memiliki tetal
kredit di Bask Mandiri hingga Rp 54 miliar.”

Kepala Pusat Penerangan dan Ha;cum Kejaksaan Soehandojo sebelumnya
juga menyatakan, semula BPK dan bagian Pidana Khusus Kejagung akan melakukan
ekspose dugaan korupsi bermodus pengucuran kredit Bank Mandiri kepada PT OSO
Bali Cemerlang, PT Domas Agrointi Prima, PT Batavindo Kridanusa, PT Semen

Bosowa Maros, dan PT Bakrie Telecom. Hanya dua yang selesai diekspose, yakni PT

5.
OSO Bali Cemcrla‘n:ar yang menerima kredit Rp 86,2 miliar dan PT Batavindo

. http://www.detik.com ., PPATK Periksa Rekening tujuh tersangka kasus money laundering.
" Jakarta, 18 Mei 2005, tanggal Akses 02 Januari 2006.

. hw://ww.detik.wm., Kasus Mandiri, PPATK Periksa Anggota DPR Berinisal HM, Jakarta,
» 18 Mei 2005, tanggal Akses 02 Januari 2006.

. Ibid

.


http://www.detik.com
http://www.detik.com

Kridanusa yang menerima kredit Rp 54,05 miliar sehingga dua perusahaan ini dinilai
memenuhi syarat untuk diteruskan ke tahap penyelidikan.22

Mantan Managing Director International Monetary Found (IMF) Michael
Comdesus menyatakan bahwa kegiatan pencucian uang (money laundering) di dunia
telah mencapai 2% - 5% dari pendapatan bruto (PDB) atau sekitar 600 Milyar Dollar
dan merupakan bisnis ke-3 (tiga) terbesar didunia setelah pasar uang dan minyak

dunia.??

Selain itu praktik pencucian uang ini sangat sulit dilacak karena tidak
mempunyai batas waktu dan ;avilayah_sena kecepatan transaksi dengan elektronik
menggunakan wire transﬁzrs.24

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut secara
sistematis mengenai tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) dalam skripsi yang berjudul “ Implementasi Pasal 26 Undang- Undang
No. 25 tahun 2003 tentang Tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK) Dalam Rangka Mencegah Kejahatan Pencucian Uang

(Money Laundering) di Indonesia “.

2 Ibid

2
. Imam Syahputra Tunggal, Memahami Teknik- teknik Money Laundering dan Teknik- teknik

" Pengungkapannya, Parvarindo, Jakarta, 2004, him.1V.
. Ibid
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B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tadi, dirumuskanlah
beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu :
a. Bagaimana implementasi Pasal 26 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003
tentang Tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
dalam rangka mencegah kejahatan pencucian uang (money laundering) di
Indonesia ?
b. Apa saja hambatan yang dihadapi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) dalam rangka mencegah kejahatan pencucian uang

(money laundering) di Indonesia ?

C. Ruang Lingkup Perm:{salahan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, serta
menjaga konsentrasi masalah yang dibahas, maka penulis membatasi pembahasan
masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 26 UU Nomor 25 tahun 2003
mengenai tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengain ruang

lingkup pelaksanaan tugas PPATK serta hambatan- hambatan yang dihadapi lémbaga

\,
-

ini dalan rangka membantu pemerintah mencegah kejahatan Pencucian Uang di

Indonesia.
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Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

. Untuk mengetahui pelaksanaan dari pada Pasal 26 UU Nomor 25 Tahun 2003

di masyarakat mengenai tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) dalam mencegah kejahatan pencucian uang (money

laundering) di Indonesia.

. Untuk mengetahui hambatan- hambatan yang dihadapi Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menjalankan tugas mencegah

terjadinya kejahatan pencucian uang di Indonesia.

Manfaat dari penulisan ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat mcrrlxberi konstribusi yang berharga bagi Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bahan evaluasi mengenai
pelaksanaan tugas PPATK sesuai dengan Pasal 26 UU Nomor 25 tahun 2003
dalam rangka mencegah kejahatan pencucian uang yang terjadi di Indonesia.
Apakah tugas PPATK telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan
peranan bagi pemerintah, serta hal- hal apa saja yang menjadi kendala

diharapkan dapat diperbaiki, sehingga diharapkan stabilitas perekonomian

negara dapat terjaga.
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2. Manfaat Teoritis
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan
pengembangan dibidang ilmu perbankan. Sekaligus juga dapat menambah
pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pengetahuan tindak

pidana dibidang perbankan dan keuangan.

E. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian,
sedangkan penelitian diartikan sebagai kegiatan ilmiah untuk menemukan,
mengetahui apa yang sebenarnya. Kegiatan ilmiah tersebut berkaitan dengan analisis
tentang sesuatu secara metodologi, sistematis dan konsisten.

Metode penelitian merupakan svatu cara atau tertib yang dilakukan untuk
memperoleh fakta- fakta dan prinsip- prinsip dengan unati- hati dan sistematis untuk
mewujudkan kesera;ian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang lebih mengedepankan data primer atau
data lapangan yang tujuannya untuk mengetahui bagaumana implenientasi/ penerapan

j’ Pasal 26 Undang- undang Nomor 25 tahun 2003 tentang tugas Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan dalam rangka mencegah kejahatan pencucian uang

(money laundering) di Indonesia serta didukung oleh bahan- bahan pustaka.



2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

a. Data Primer

Merupakan data-data yang diperoleh langsung dari Lembaga Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta pihak-pihak yang terkait dengan
masalah pelaksanaan pencegahan terjadinya pencucian uang (money laundering)
yaitu; Bank Indonesia sebagai bank sentral dan lembaga perbankan sebagai salah satu
contoh lembaga penyedia jasa keuangan yang melakukan pemeriksaan terhadap
sumber pendapatan nasabah, identitas dan transaksi nasabah, menetapkan kebijakan
dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan know ycur

customer dan lain sebagainya.

b. Data Sekunder

Data ;ekunder tersebut diperoleh dengan cara menclusuri bahan- bahan
hukum secara teliti yang meliputi:
Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti UUD 1945,
peraturan Perundang-undangan yang erat hubungannya _ dengan tindak Pidana
masalah Pencucian Uang seperti Undang — undang No.15 Tahun 2002 sebagimana
telah diganti dengan Undang- undang No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang, Undang — undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,
Undang- undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Undang- undang

Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar serta
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Peraturan Bank Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung yang dapat
mencegah, mengurangi, atau memberantas kegiatan pencucian uang secara
administrasi antara lain : Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni
2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) bagi Bank Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PB1/2003
tanggal 17 Oktober 2003, Peraturan Bank Indonesia No.5/23/PBI/2003 tanggal 23
Oktober 2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) bagi Bank
Perkreditan Rakyat, SK Direksi BI No.30/271A/KEP/DIR Tentang Perubahan SK
L +i BI No.30/191A/KEP/DIR Tentang pengeluaran atau Pemasukan mata Uang
Rupiah dari atau kedalam wilayah Republik Indonesia, SK Direksi BI
No0.32/50/KEP/DIR tentang Persyaratan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum,
Peraturan BI No.2/27/PBJ/2000 tentang Bank Umum dan lain- lain.
Bahan Hukum Sekunder, yang memberian penjelasan mengenai bahan hukum
rrimer. ‘seperti misalnya Rancangan undang- undang , hasil penelitian, hasil karya
dari kalangan hukum, koran, majalah dan sumber bahan hukum sekunder lainnya
yang mempunyai keterkaitan dengan masalah Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan serta yang berkaitan dengan Tindakan Pencuciac uang (money
laundering). Bahkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dokumen pribadi atau
pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder

sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.?®

% Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, him. 24.
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Bahan Hukum Tertier, vakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, meliputi kamus hukum, majalah,
dan jurnal ilmiah.?® Surat kabar, majalah mingguan juga menjadi bahan bagi
penelitian ini sepanjang surat kabar dan majalah mingguan ini memuat informasi

yang sesuai dengan objek kajian penelitian yang kami lakukan ini.?’

3. Lokasi Penelitian
Penelitian yang dilakukan mengambil lokasi penelitian di Jakarta pada Kantor
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena lembaga ini
merupakan lembaga independen yang berusaha mencegah dan memberantas tindak
pidana pencucian uang (money iaundering). Selain itu juga melakukan penclitian di
instansi- instansi yang terkait dengan lembaga penyedia jasa keuangan khususnya di

perbankan, seperti Kantor Bank Indonesia Pusat, Bank Indonesia Cabang Palembang

dan Bank Sumsel.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah:

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normat

Radjawali Press, Jakarta, 1990, hlm.14-15.

- A. Sieglar dan Benjamin R Beede, The Legal Sources of Public Policy, Lexinton Books
1977, him.23. '

if Suatu Tinjauan Singkat,
27



Penelitian Lapangan (field research), yaitu suatu cara pengumpulan data
dengan melakukan pengumpulan data ke sumber data untuk memperolah data- data
yang diperlukan. Penelitian dengan metode ini di lakukan dengan cara wawancara
menggunakan daftar pertanyaan, yaitu suatu cara memperoleh informasi atau data
dengan bertanya langsung dengan mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah
disusun dan disiapkan kepada narasumber yang diwawancarai dan nara sumbernya
merupakan mereka yang berkompeten dengan permasalahan yang dibahas oleh

penulis

Penelitian kepustakaan (library research), yaitu melalui studi kepustakaan

untuk mendapatkan data- data berupa data sekunder.

F. Analisis Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan kemudian
akan dib]ah dan dianalisis dengan cara menghubungkan antara data yang satu dengan
data lainnya. Data- data tersebut kemudian dianalisis secara Deskriptif Kualitatif.
Pada analisi ini data- data yang diperoleh iideskripsikan atau dijabarkan sehingga
mendapatkan gambaran yang jelas tentané suatu keadaan. Khusus data dalam
dokumen- dokumen hukum resmi akan dilakukan dengan kajian isi (Content

Analysis).™®

. xy J. MOleOllg Me Ologi Peneli’ia" Kllali a’i PT.Re"la"a ROS ar y
' _/; a, Bandl.lng, 2000,
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